WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR ¢ TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PEKALONGAN,

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ‘tanggal 22
Pebruari 2010 Nomor 445/1066 perihal pengembangan Pustu
menjadi Puskesmas Induk; :

a.

bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat
secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipandang
perlu untuk disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walkota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun
2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah Kota Pekalongan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...s..




10.

11.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
Nomor 5 Tahun 1992 tentang " Pekalongan Kota Batik “
Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya

Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan
Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Pekalongan Nomo 13 Tahun 1992 Seri D Nomor
8);

12. Peraturan ....




Menetapkan
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12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008
Nomor 7);

14, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
( Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

PASAL 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29 Tahun 2008, diubah menjadi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
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UPTD Instalasi Farmasi Kota Pekalongan;
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru;
UPTD Puskesmas Bendan;

UPTD Puskesmas Tirto;

UPTD Puskesmas Kramatsari;

UPTD Puskesmas Tondano;

UPTD Puskesmas Noyontaan;

UPTD Puskesmas Klego;

UPTD Puskesmas Kusuma Bangsa;

UPTD Puskesmas Krapyak Kidul;

UPTD Puskesmas Jenggot;

UPTD Puskesmas Pekalongan Selatan;
UPTD Puskesmas Dukuh;

UPTD Puskesmas Sokorejo

PASALH ......
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PASAL II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal g wawet 2010

WALIKOTA PEKALONGAN
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